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MOTTO 

 

  ۖ طِ  سْ قِ لْ ا بِ ءَ  ا دَ هَ شُ لَّهِ  لِ نَ  ي مِ ا وَّ  َ ق وا  ونُ وا كُ نُ مَ آ نَ  ي لَّذِ ا ا  هَ ي ُّ أَ ا   يَ

رَبُ   ْ ق أَ وَ  هُ وا  لُ دِ عْ ا    ۖ وا  لُ دِ عْ  َ ت لََّ  أَ ىٰ  لَ عَ وْمٍ   َ ق نُ  آ نَ شَ مْ  نَّكُ رِمَ جْ يَ وَلََ   

ونَ  لُ مَ عْ  َ ت ا  مَ بِ رٌ  ي بِ خَ لَّهَ  ل ا نَّ  إِ    ۖ لَّهَ  ل ا وا  قُ ت َّ وَا    ۖ وَىٰ  قْ ت َّ ل  لِ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap 

warga Negara asing yang melanggar administratif keimigrasian diwilayah  Kantor 

Imigrasi Kelas I Jambi? 2).  Apakah yang menghambat tugas dan fungsi kantor imigrasi 

kelas I Jambi ? 3). Apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian 

oleh kantor imigrasi kelas I Jambi ? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penegakan hukum terhadap warga Negara asing (WNA) yang melanggar administratif 

keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Jambi dan untuk mendeskripsikan apa yang 

menghambat tugas dan fungsi di kantor imigrasi kelas I Jambi. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan  kualitatif, dengan tekhnik wawancara, dokumentasi, 

dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap warga 

Negara asing (WNA) yang melanggar administratif keimigrasian  di kota jambi telah 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan 

melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelengkapan administratif 

terhadap warga Negara asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Indonesia khususnya 

Jambi. Memberikan tindakan administratif kepada yang melanggar izin tinggal yaitu 

membayar biaya beban. Syarat memperoleh izin tinggal yaitu orang asing memiliki 

paspor dan visa yang masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar  penangkalan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di kantor imigrasi 

kelas I Jambi yaitu pertama faktor pendukung, kantor imigrasi kelas I Jambi bekerja sama 

dengan instansi terkait seperti kepolisian republik Indonesia, polrestabes Jambi beserta 

jajarannya, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi  kota Jambi serta partisipasi 

masyarakat serta aktifnya penjamin mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan 

warga Negara asing (WNA), kedua faktor penghambat yaitu jarak tempuh yang jauh 

untuk menjangkau seluruh wilayah kerja kantor imigrasi kelas I jambi, dan jumlah tim 

penegak hukum di kantor imigrasi kelas I Jambi yang kurang memadai. Oleh karena itu 

kantor imigrasi kelas I Jambi perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan 

membentuk dan melatih penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam rangka penindakan 

orang asing. 

 

Kata Kunci : Penegakan hukum, Warga Negara Asing, Tindakan administratif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinnya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu 

dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya 

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan 

hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegak hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin 

dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak 

hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
1
 

Keberadaan suatu peraturan administratif keimigrasian tentu tidak 

lepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian itu sendiri yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku ; yaitu berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. Pasal 3 ayat (1) berbunyi untuk melaksanakan fungsi  

                                                           
1
http://www.solusihukum.com yang diakses pada 15 November 2017, Pukul 20.00 wib. 

http://www.solusihukum.com/
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keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian, ayat (2) 

kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri, ayat (3) fungsi 

keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan 

oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos 

lintas batas. Pasal 4 ayat (1) berbunyi untuk melaksanakan fungsi 

keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat dibentuk Kantor 

Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan, ayat 2 berbunyi di setiap 

wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi, 

ayat 3 berbunyi pembentukan tempat imigrasi sebagaimana pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, ayat (4) berbunyi selain kantor 

imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk rumah detensi 

imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota, ayat (5) berbunyi 

kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis 

yang berada di bawah direktorat jenderal imigrasi. Pasal 5 berbunyi fungsi 

keimigrasian di setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar 

negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri 

yang ditunjuk.  

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan mempunyai tujuan 

untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini haruslah diwujudkan. Adanya 

perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikut sertaan dalam 

melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia 

internasional, di dalam UUD 1945 alinea ke 4 di sebutkan “kemudian dari 

pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang 
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2
”Semua aspek keimigrasian harus 

didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.6 

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai hukum dasar untuk pengaturan 

tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap 

Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin tinggal. 

Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujuratayat 13 menjelaskan: 

ا  وبً عُ شُ مْ  اكُ نَ لْ عَ وَجَ ىٰ  ثَ  ْ ن وَأُ رٍ  ذكََ نْ  مِ مْ  اكُ نَ قْ لَ خَ نَّا  إِ سُ  نَّا ل ا ا  هَ ي ُّ أَ ا  يَ
لَّهَ  ل ا نَّ  إِ    ۖ مْ  اكُ قَ  ْ ت أَ لَّهِ  ل ا دَ  نْ عِ مْ  كُ رَمَ كْ أَ نَّ  إِ    ۖ وا  رَفُ ا عَ  َ ت لِ لَ  ئِ ا بَ  َ ق وَ

رٌ  ي بِ خَ مٌ  ي لِ  عَ
          Artinya:“Hai manusia,sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal.  Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu ialah orang yang paling bertaqwa.Sesungguhnya Allah 

SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
3
 

 

Ayat ini menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh 

umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa dalam negri maupun luar negeri, 

warna kulit, kekayaan dan wilayah melainkan didasarkan oleh ikatan aqidah. 

Selanjutnya, warga negara asing yang memasuki wilayah yurisdiksi 

Indonesia, wajib mentaati serta mengikuti segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan juga memberikan segala keterangan yang 

diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan 

                                                           
2
Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. 

3
 Q.S. Al-Hujurat: 13. 
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setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau 

perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat atau memperlihatkan 

dan menyerahkan dokumen perjalan atau izin tinggal yang dimilikinya 

apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka 

pengawasan keimigrasian.
4

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian, yang wajib dimiliki oleh warga negara asing yaitu pada pasal 8 

ayat (1) berbunyi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia 

wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih dalam keterangan 

berlaku dan bukan yang habis dari masa berlaku, ayat (2) berbunyi setiap 

orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan 

masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan 

perjanjian internasional. Pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap orang yang masuk 

atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, ayat (2) berbunyi 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi pemeriksaan 

dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, ayat (3) berbunyi dalam 

hal terdapat keraguan atas keabsenan dokumen perjalanan dan/atau identitas 

diri  seseorang, pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan 

terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses 

penyelidikan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara 

asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah 

Indonesia. 

                                                           
4
 Ruslan Renggong,Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hal. 200. 
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Oleh sebab itu pengawasan dan penindakan terhadap warga negara 

asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya dan memberikan tindakan administratif  bagi warga negara 

asing secara tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan Undang-Undang 

No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  Dan agar terciptanya penegakan 

hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun deportasi. 

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administratif  negara 

atau penyelenggaraan administratif  pemerintahan. Oleh karena itu sebagai 

bagian dari penyelenggara kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administratif 

negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian 

dari bidang hukum administratif  negara. 

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, 

hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang di tentukan dalam izin 

keimigrasiannya tersebut. Apabila warga negara asing pemegang izin tinggal 

yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah 

Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal 

dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, orang asing yang tidak 

membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan 

administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Sedangkan 

orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakahir masa berlakunya dan 

masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari 
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batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa 

deportasi dan penangkalan. 

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara 

asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan sanksi hukum 

apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal 

yang harus di patuhi selama warga negara asing berada di dalam wilayah 

Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang 

mengatur tata tertib warga negara asing yang berlalu lintas masuk atau keluar 

wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia. Keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah Indonesia perlu 

diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa pengabaikan keterbukaan 

dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan 

tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi 

terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran 

keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di 

Indonesia. 

Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh 

petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berhubungan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam PP 

No.31 Tahun 1994 disebutkan tindakan keimigrasian ditetapkan dengan 

keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini 

disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian 

tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.  
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Undang-Undang No.6 Tahun 2011 pasal 75 ayat (2) berbunyi tindakan 

administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) 

dapat berupa: 

a. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan 

b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal 

c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di 

wilayah Indonesia 

d.  Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di 

wilayah Indonesia 

e. Pengenaan biaya beban 

f. Deportasi dari wilayah Indonesia
5
 

Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah 

Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat 

imigrasi di tempat pemeriksaan dilakukan dengan menerakan penolakan di 

paspornya. Maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu 

terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik 

secara preventif maupun represif. Perkembangan kebijakan keimigrasian baik 

dari aspek pengaturan dan penegakan hukum yang terjadi selama ini secara 

simultan dirasakan perlu memperbaharui berbagai peraturan perundang-

undangan keimigrasian yang lebih memberi jaminan kepastian keadilan dan 

kemanfatannya. Diindikasi pelanggaran hukum keimigrasian semakin 

                                                           
5
UU No 6 Tahun 2011 Pasal 75 Tentang Keimigrasian. 
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meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan masih adanya 

kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian dan khususnya yang 

berkenaan dengan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing 

yang menyalahi ijin tinggalnya. Kelemahan-kelemahan penegakan hukum 

dalam bidang keimigrasian tersebut apabila tidak segera diatasi atau 

ditanggulangi maka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat didalam 

negeri maupun orang asing terhadap system hukum Indonesia. 

Soerjono Soekanto menyatakan ada empat faktor yang menentukan 

berfungsinya kaidah hukum yaitu: Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu 

sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menetapkan. Ketiga, 

fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. 

Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 

Hubungan timbal balik antara menteri perundang-undangan, aparat penegak 

hukum dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat erat. 

Keempat faktor ini harus berfungsi dengan baik. Sehingga citra dan wibawa 

hukum dapat terwujud. Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan 

tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran 

diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakan pada 

kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan 

kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh 

yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, 

sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi 

didasarkan system atau peraturan perundang-undangan dengan 
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memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, 

cerdas, efektif dan efisien. 

Daerah Jambi sebagai provinsi tujuan wisata dan tujuan belajar. Oleh 

karenanya bisa dipastikan akan banyaknya berlalu lalang orang-orang asing  

yang hendak sekedar berwisata ataupun belajar di provinsi ini. Dengan kata 

lain banyak orang asing atau imigran yang tinggal di Jambi, namun dalam hal 

ini mereka menyalahgunakan izin tinggalnya, mereka menggunakan visa 

kunjungan biasa tapi ternyata mereka melakukan kegiatan lain, seperti 

membuka usaha, ini yang merugikan kita yang melakukan kegiatan usaha 

tanpa izin. Dengan demikian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi sangat berperan 

aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penindakan sesuai 

peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap 

warga negara asing yang datang kewilayah Indonesia. Khususnya Jambi yang 

menyalahi izin tinggalnya. 

Tindakan hukum keimigrasian didasarkan pada pasal-pasal dan ayat-

ayat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Urusan 

penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaaran 

administratif keimigrasian menjadi urusan kementrian hukum dan hak asasi 

manusia (HAM) Republik Indonesia yang didelegasikan kepada kantor 

wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan kantor 

imigrasi setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi ini akan 

menganalisis Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam 

melaksanakan penegakan hukum terhadap penindakan keimigrasian terhadap 
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warga negara asing yang melanggar administratif keimigrasian, mencari tahu 

faktor  penghambat, dan upaya-upaya yang harus dijalankan oleh kantor 

imigrasi kelas I Jambi untuk menanggulangi hambatan yang ada dalam 

melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang 

melanggar administratif keimigrasian di Jambi. 

Melihat semakin maraknya kasus di bidang imigrasi dan juga dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian, sehubung 

dengan uraian di atas.Penulis tertarik untuk meneliti lebih  dalam mengenai “ 

Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing 

(WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika 

penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka 

penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan 

masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak meluas 

dan menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu juga untuk 

mempermudah melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini hanya 

difokuskan pada aspek pelanggaran keimigrasian yang di lakukan oleh warga 

negara asing (WNA) karena pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh 

(WNA) di kota Jambi, apa yang menghambat tugas kantor imigrasi kelas I 

Jambi dan juga upaya menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh  

Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di lingkungan Kota Jambi. 
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C. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang 

melanggar administratif keimigrasian diwilayah  Kantor Imigrasi Kelas I 

Jambi ? 

2. Apakah yang menghambat tugas Kantor Imigrasi Kelas I Jambi ? 

3. Apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian oleh 

Kantor Imigrasi Kelas I Jambi ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara 

asing yang melakukan pelanggaran administratif. 

b. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 

pelanggaran administratif keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi 

Kelas I Jambi. 

c. Ingin mengetahui apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasi 

kendala pelanggaran administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi 

Kelas I Jambi.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Apabila tujuan-tujuan tersebut sudah tercapai dengan baik, maka 

kegunaanpenulisan ini adalah : 

a. Sebagai salah satu pesyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 

satu (S1)  pada fakultas Syariah Hukum Pidana Islam UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi. 

b. Sebagai sumbangsih penulis terhadap para pecinta ilmu pengetahuan. 

c. Untuk menambah cakrawala penulis serta untuk menambah khazana 

keilmuan yang di persembahkan kepada almamater. 

E. Kerangka Teori 

Konsep atau teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis, 

secara umum, konsep atau teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk 

menjelaskan (eksplanation), meramalkan (prediction) dan pengendalian 

(control) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefenisikan sebagai 

suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan 

antara masing-masing faktor yang telah didefenisikan sebagai penting untuk 

masalah. 

F.  Tinjauan Pustaka 

Penelitian-penelitian mengenai warga negara asing yang melanggar 

administratif keimigrasian sebenarnya telah banyak dibahas oleh beberapa 

peneliti baik dituangkan dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk 

kebukuan. Seperti tulisan Andi Indah Permata Sari (2014) mahasiswi fakultas 
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hukum Universitas Hasanuddin Semarang dalam skripsinya yang berjudul 

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Semarang.  

Ada juga skripsi yang di tulis oleh Bambang Hartono (2016) mahasiswa 

fakultas hukum Universitas Bandar Lampung yang membahas  tentang  

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. 

Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti di atas lebih terfokuskan 

kepada upaya-upaya dan tinjauan yang di lakukan oleh penegak hukum 

terhadap WNA yang melanggar izin tinggal kantor keimigrasian, berbeda 

dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini lebih terfokuskan mengenai 

penegakan hukum dan bagaimana upaya mengatasi kendala penyalahgunaan 

administratif keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.  Dan 

penelitian ini pun dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dan juga 

Kanwil di Divisi Keimigrasian kota Jambi. 

 G.    Metode Penelitian 

  Dalam skripsi penelitian ini metode penelitian mencakup metode 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data. 

1. Lokasi penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, adapun 

alasan memilih lokasi ini, di karenakan adanya kasus Tindakan 

Administratif Keimigrasian oleh rumah detensi Imigrasi Pekan Baru 

terhadap orang asing warga negara Thailand a.n. Rozak Kace yang 

sekarang diamankan di kantor imigrasi kelas I Jambi dan dalam proses 
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pendeportasian ke negara asalnya Thailand, maka dari itu penulis tertarik 

dengan mengangkat judul yang berkaitan dengan pelanggaran 

administratif  keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Jambi. 

2. Pendekatan penelitian 

  Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan pendekatan 

penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis 

sosiologis yaitu pendekatan penelitian melalui penelitian hukum dengan 

melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan 

pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian yaitu penegakan hukum Undang-Undang 

No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap warga negara asing yang 

melanggar administratif keimigrasian (studi kasus di wilayah hukum 

kantor imigrasi kelas I Jambi) 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

 Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer yakni data yang diperoleh dengan cara melakukan studi 

lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur.
6
 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, 

                                                           
6
 Ishaq,M= Metode Penelitian Hukum dan Skripsi Tesis, Serta Disertasi, (Kerinci: STAIN Kerinci 

Press, 2015), hal. 155 
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mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

b.   Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari : 

1. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan ini di lakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder, penelitian kepustakaan di lakukan pada: 

a. Perpustakaan Umum Kota Jambi 

b. Perpustakaan Wilayah Kota Jambi 

c. Perpustakaan Kantor Wilayah (KANWIL) Kota Jambi 

d. Perpustakaan Fakultas Syariah (UIN) Sultan Thaha Saifuddin 

Jambi 

e. Bahan hukum dari koleksi pribadi. 

2. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dimana 

penelitian tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

1.  Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang di 

susun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini peneliti 
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melakukan wawancara kepada pihak pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 

Jambi, dari pegawai kantor imigrasi kelas I Jambi: 

1.    Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian  

1.   Pengawasan bpk Budi Mangantjo,SH. 

2.   Penindakan bpk Ferry Limanto, A.Md.Im., SH. 

2.   Studi dokumen 

  Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang di 

lakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisi, dan 

mempelajari data yang diperoleh dilapangan mengenai penegakan 

hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

terhadap warga negara asing yang melanggar administratif 

keimigrasian. 

5.    Metode Analisis Data 

   Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris 

dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, 

yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan table. 

Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas 

dan komrehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang 

tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. 

6.    Sistematis Penulisan 

     Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika penulisan 

guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut: 
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    BAB I: Pendahuluan, dengan sub bahasan latar belakang masalah, 

batasanmasalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan di akhiri 

dengan metode penelitian, dengan sub bahasan lokasi 

penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika 

penulisan dan jadwal penelitian. 

          BAB II:  Tentang pengertian  dan deskripsi Kantor Imigrasi Kelas I  

Jambi. Dengan sub bahasan pada bab ini adalah mengenai 

pengertian keimigrasian, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, 

Struktur Organisasi dan Standarisasi Kinerja Kantor Imigrasi 

Kelas I Jambi.  

  BAB III:  Tentang penegakan hukum terhadap warga negara asing yang 

melanggar administratif pada umumnya, dengan sub bahasan 

pengertian penegakan hukum, tindakan administratif 

keimigrasian, warga negara asing, izin tinggal, dan sanksi 

pidana administratif  keimigrasian. 

  BAB IV: Tentang pembahasan dan hasil penelitian. Bab utama ini 

berkenaan dengan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara 

Asing yang Melanggar Administratif Keimigrasian di Kota 

Jambi, Pemberian Tindakan Administratif Terhadap Warga 

Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal Oleh Kantor 

Imigrasi Kelas I Jambi dan Kendala yang Menghambat dan 



 
 

18 
 

Upaya Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam Menanggulanngi 

Pelanggaran Administratif Keimigrasian di Kota Jambi. 

  BAB V:    Bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan 

di akhiri dengan kata penutup. 

  7.   Jadwal Penelitian 

    Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, penelitian dilakukan 

dengan pembuatan proposal, kemudian di lanjutkan dengan perbaikan 

hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, 

maka penulisan mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis 

data dalam waktu berurutan. Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1.1: Jadwal Penelitian 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

TAHUN 2017 
BULAN 

Juli Agustus Januari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

   X                 

2 Pembuatan 

Proposal 

    X                

3 Pengajuan 

Proposal dan 

Dosen 

Pembimbing 

            

x 

        

4 Seminar 

Proposal 

            x        

5 Surat Izin Riset              x       

6 Pengumpulan 

Data 

              x x x x x x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

BAB II 

KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI 

A. Pengertian Keimigrasian 

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga 

tegaknya kedaulatan negara. Menurut Abdullah Sjahriful, keimigrasian adalah 

himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas 

didalam Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia.  Keimigrasian juga masuk kedalam hukum 

publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara 

(pemerintah). Dengan adanya pencanangan keimigrasian, bertambahlah 

khazanah ilmu hukum di Indonesia dan keimigrasianpun mendapat tempat 

dalam tata hukum Indonesia, sehingga kedudukan keimigrasian sudah dapat 

disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu.
7
 

Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan 

kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan 

antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, 

maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di 

negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia 

dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa 

                                                           
7
http://www.defenisi-pengertian-keimigrasian.com yang diakses pada 18 April 2018, 

pukul 17.17 wib. 

http://www.defenisi-pengertian-keimigrasian.com/
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Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang No.6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian.
8
 

B. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

1. Visi Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi 

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum “ 

2. Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi 

a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas 

b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas 

c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas 

d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi 

manusia 

e. Mewujudkan layanan manajemen administratif kementrian hukum 

dan hak asasi manusia 

f. Mewujudkan aparatur kementrian hukum dan hak asasi manusia 

yang professional dan berintegritas
9
 

C. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

1. Tugas Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

Kantor Imigrasi Kelas I Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia (KHI) dan Hak 

Asasi Manusia di bidang keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Kelas I Jambi. 

 

                                                           
8
 Jazim Hamidi, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika 

2015), hal. 7. 
9
 Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 
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2. Fugsi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

a. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana 

komunikasi keimigrasian. 

b. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian. 

c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian. 

d. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan 

penindakan keimigrasian.
10

 

D. Sruktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kegiatan yang merupakan 

pembagian kerja dan membuat tata hubungan antara pekerja-pekerja yang 

keseluruhannya dapat menjamin koordinasi dan kesempurnaan pelaksanaan 

pekerja-pekerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Kantor Imigrasi Kelas I Jambi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.05.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 Tentang Peningkatan 

Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas II menjadi Kelas I dan Kantor Imigrasi dari 

III menjadi Kelas II. Stuktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

mengacu kepada Keputusa Mentri dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang perubahan atas 

Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 

Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi. 

                                                           
10

 Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 
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Dalam melaksanakan tugas maka diperlukan system dan manajemen 

yang baik, faktor koordinasi sangat penting untuk memperoleh hasil kerja 

yang maksimal agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai, tentunya 

dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi 

Kelas I Jambi sebagai berikut
11
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Gambar 1 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR IMIGRASI KELAS 1 JAMBI 

TAHUN 2017 
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E. Standarisasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Jambi adalah instansi yang melaksanakan 

tugas, fungsi, dan wewenangKantor Imigrasi Kelas I Kota Jambi yang berada 

di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala  Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi Kelas I Kota Jambi. Dengan uraian 

tugas masing-masing sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I  Jambi 

a. Memimpin Kantor Imigrasi Kelas I  Jambi dalam pelaksanaan tugas, 

fungsi, pengawasan, dan wewenang kantor imigrasi dalam wilayah 

kota Jambi. 

b. Mewakili Kepala KEMENKUMHAM dalam melaksanakan hubungan 

kerjama dengan instansi pemerintahan serta kedutaan terkait. 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas staf Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Jambi. 

d. Melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Jambi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala 

KEMENKUMHAM. 

e. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap staf  Kantor Imigrasi Kelas 

I Kota Jambi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

2. Sub Bagian Tata Usaha   

  Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan  Tata 

Usaha dan Rumah Tangga KANIM, dan untuk menyelengarakan tugas 

tersebut Sub Bagian  Tata Usaha mempunyai fungsi: 
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a. Melakukan Urusan Kepegawaian. 

b. Melakukan Urusan Keuangan. 

c. Melakukan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan dan Rumah 

Tangga. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha 

terdiri dari 3 (tiga) Keapala Urusan (KAUR) yaitu: 

a.  Kepala Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan Urusan-

Urusan Kepegawaian di lingkungan KANIM sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan Urusan 

Keuangan di lingkungan KANIM sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c.  Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Surat 

Menyurat, Perlengkapan dan Rumah Tangga KANIM berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 

   Seksi Informasi dan Sarana Komunukasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta 

pengelolaan Sarana Komunikasi Keimigrasian di lingkungan KANIM 

yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Informasi dan Sarana 

Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi: 

a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, 

penyambungan informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan 

keimigrasian. 

b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan 

penggunaan serta pemeliharaan sarana komunukasi. 

Dalam melakasanakan tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Sarana 

Komunikasi Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu: 

a. Sub Seksi Informasi Keimigrasian 

Sub Seksi Informasi Keimigrasian mempunya tugas penyebaran dan 

pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia dan 

WNA dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk 

pengamanan teknis operasional keimigrasian. 

b. Sub Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian 

Sub Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan pemeliharaan dan pengamanan Dokumentasi 

Keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana 

komunikasi. 

4. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 

a. Melakukan pemberian Perizinan di Bidang Lintas Batas, Izin Masuk/ 

Izin Keluar dan Fasilitas Keimigrasian. 
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b. Melakukan pemberian Dokumen Perjalanan, Izin Berangkat dan izin 

Keluar. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Lalu Lintas 

Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagaian yaitu: 

a. Sub Seksi Lintas Batas 

Mempunyai tugas melakukan urusan peristiwa di bidang Lintas 

Batas tradisional melalui wilayah pembatasan antara negara 

Republik Indonesia dan negara lain berdasarkan peraturan dan/atau 

perjanjian Lintas Batas yang berlaku, pemberian izin masuk/keluar 

dalam rangka pengaturan keluar masuk orang melalui pelabuhan 

pendaratan di Wilayah Republik Indonesia dan fasilitas 

keimigrasian. 

b. Sub Seksi Perizinan 

Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemberian Dokumen 

Perjalanan Izin Berangkat dan Izin Keluar. 

5. Seksi Status Keimigrasian 

a. Melakukan Penentuan Status Keimigrasian bagi orang asing yang 

berada di Indonesia. 

b. Melakukan Penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti 

Kewarganegaraan seseorang mengenai Status Kewarganegaraannya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fugsi Seksi Status Keimigrasian terdiri  
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dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu: 

a. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan, 

pemohon ahli Status dan Izin Tinggal Keimigrasian. 

b. Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-

bukti Kewarganegaraan seseorang dan memberikan Surat Keterangan 

WNA untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan. 

6. Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian 

a. Melakukan pemantauan terhadap Pelanggaran Perizinan Keimigrasian 

dan mengadakan kerja sama antar instansi di bidang Pengawasan 

WNA. 

b. Melakukan Penyidikan dam Penindakan terhadap pelanggaran 

keimigrasian. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan 

Penindakan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu: 

a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran 

perizinan keimigrasian dan mengadakan kerja sama antar instansi 

terkait di bidang Pengawasan WNA. 

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian 

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan 

serta deportasi. Penampungan sementara dan perawatan WNA yang 
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belum di pulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap 

pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
13
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN 

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 

A. Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang 

lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya 

perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses 

penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh 

para pejabat penegak hukum itu sendiri. 

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana di kemukakan 

oleh Kadri Husin adalah suatu system pengendalian kejahatan yang dilakukan 

oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. Kemudian soerjono Soekanto menyatakan: 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup.
14

 

 

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum 

sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-
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kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, 

pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah 

penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus 

menyerasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor 

manusiawi. 

2. Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

       Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak 

positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu : 

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

undang saja; 

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum; 

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di 

terapkan; 

5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Jika kelima faktor tersebut di jadikan barometer di dalam penegakan 

hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam 

pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Faktor Hukum 

 Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal 

ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu 

prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Pada hakikatnya, 

hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-

undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum 

ilmuwan atau doktrin. 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum  memainkan peranan penting. Masalah peningkatan 

kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai 

instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas 

wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat 

penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun di sadari 

bahwa dalam hal ini peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran 

biaya yang selama ini bagi polri selalu kurang dan sangat minim. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 

pendidikan.Pendidikan yang di terima oleh polisi dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 
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banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di 

antaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana 

khusus  yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal 

tersebut karena secara teknis yuridis polisi di anggap belum mampu 

dan belum siap. Walau pun di sadari pula bahwa tugas yang harus di 

emban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu, sarana atau 

fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan 

hukum. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, 

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 

hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar 

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 

dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan 
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yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan 

apa yang di larang. 

B. Tindakan Administratif Keimigrasian 

1. Pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian 

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif 

yang di tetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses 

pengadilan. 

Tindakan Keimigrasian dalam bentuk administratif lebih di kenal 

dengan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan ini bersifat non 

litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak 

melalui putusan pengadilan/persidangan.
15

 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara filosofis telah 

merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah 

(eksekutif), sebagaimana dirumuskan dalam Alinea ke-4 Pembukaan 

UUD 1945.  Isi dari alenia ke-4 tersebut dapat di pahami mengandung 

esensi, bahwa negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Dengan demikian negara memiliki kewajiban dan 

bertanggungjawab penuh atas pemberian perlindungan bagi 

warganegaranya. Hakekat pemberian perlindungan dimaksud agar 

warganegara tenang, tenteram dan damai dalam kehidupannya, baik dari 

ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri.  Selain itu UUD 1945 
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juga merupakan sumber hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan 

pemerintahan,  karena berdasarkan pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR RI 

No. III/MPR/2000 sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila yang 

tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tumbuh UUD 1945. 

Dengan demikian pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disaamping sebagai 

sumber hukum formil hukum administratif juga merupakan sumber 

hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

kewajiban pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan 

dan mewujudkan masyarakat adil,  makmur dan sejahtera merupakan 

amanah UUD 1945.
16

 

pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan 

terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan, dan keluar dari 

Wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan dua kemungkinan 

yakni: pertama, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak 

melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban 

umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun 

kenegaraan. Kedua, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan 

dapat dikenakan tindakan hukum berupa : 

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang 

merupakan bagian dari pada rangkaian integrated criminal justice 

system, system peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, 
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peradilan) contohnya  penyelundupan narkoba, penyelundupan 

senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; 

2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian 

adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar 

proses peradilan. Termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian 

ini adalah diantaranya deportasi terhadap warga negara asing untuk 

keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia. 

Contohnya penyalahgunaan izin tinggal  keimigrasian, overstay, 

imigran gelap, dan lain sebagainya. 

2. Alasan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian 

  Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian 

apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. 

Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam 

Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut di duga berbahaya 

bagi keamanan dan ketertiban umum. 

b. Tindak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
17
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      Pasal 75 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan 

administratif  keimigrasian : 

1. Pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif 

Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah 

Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau menghormati 

atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. 

2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; 

b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; 

c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di 

wilayah Indonesia; 

d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di 

wilayah Indonesia; 

e. Pengenaan biaya beban; dan/atau 

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. 

3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga 

dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia 

karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan 

hukuman dinegara asalnya. 
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Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan 

tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :  

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa 

berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 

60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya 

beban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian 

berupa Deportasi dan Penangkalan. 

3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa 

berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 

(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan 

administratif keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
18

 

C.  Warga Negara Asing (WNA) 

1. Pengertian Warga Negara Asing 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar. Tanda Jasa 

dan Tanda Kehormatan adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan Undang-Undang.
19

 Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “orang asing adalah orang 

yang bukan warna Negara Indonesia”.
20
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UU No.20 Tahun 2009 Tentang Gelar. 
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UU No.6 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Keimigrasian. 
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2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA) 

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk 

Indonesia mempunya hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan 

kewajiban warga Negara Indonesia. Terhadap orang asing di kenakan 

pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut hak-hak. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang keimigrasian, setiap 

orang asing dapat di batasi ruang geraknya, bahkan dapat di deportasi 

atau di persona non gratakan atau diserahkan kepada negara lain, 

terutama apabila melakukan tindak pidana.  

1. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut 

campur dalam politik dalam negeri Indonesia. 

2. Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan 

berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang 

sah dari menteri Tenaga Kerja sesuai dengan UU No.3 Tahun 1957 

tentang penempatan Tenaga Kerja Asing. 

3. Di bidang agraria, orang asing terbatas hak nya. Orang asing hanya 

boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia.Selain itu 

Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. 

Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing 

tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau sebagai 

melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat 

bersinggungan sekali dengan status dari kewarganegaraannya apabila 
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melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga Negara 

Indonesia. 

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang 

disponsori oleh perusahaan. 

2. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik 

secara lokal, nasional, regional, atau pun secara internasional. 

3. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri 

termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau 

istri. 

4. Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai warga 

masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan 

bersama dengan orang lain yang berbeda warga Negara. 

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang 

asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara 

yang dia tempati atau berbeda. 

2. Siap untuk didepotasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena 

habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan 

izin tinggalnya. 
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3. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan 

apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga Negara 

Indonesia. 

4. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkewajiban 

memberikan kemampuan keilmuwan yang berhubungan dengan 

alih teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja. Tujuannya agar 

bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan 

pihak asing atau pekerja asing. 

D.  Izin Tinggal 

1.  Pengertian Izin Tinggal 

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap 

orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin 

keimigrasian. Izin adalah perbuatan hukum administratif negara bersegi 

satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Izin tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh 

pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah 

Indonesia.
21

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

merupakan perubahan dari Undang-Undang No.9 Tahun 1992. Pada Pasal 

48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai 

izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut : 

                                                           
21

 UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1  ayat 21 Tentang Keimigrasian, hal. 5. 
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a. Izin masuk kembali, adalah izin tertulis yang di berikan oleh pejabat 

imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin 

tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia; 

Izin tinggal terdiri atas : 

a. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk 

Wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik; 

b. Izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah 

Indonesia dengan Visa Dinas; 

c. Izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk 

wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir 

di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya 

pemegang izin tinggal kunjungan; 

d. Izin tinggal terbatas, di berikan kepada orang asing yang masuk 

kewilayah indoneasia dengan visa tinggal terbatas; anak yang pada 

saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya  pemegang izin 

tinggal terbatas; orang asing yang di berikan alih status dari izin 

tinggal kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di 

atas kapal laut, alat tampung, atau instalasi yang beroperasi diwilayah 

perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; orang asing yang kawin secara sah 

dengan warga Negara Indonesia; atau anak dari orang asing yang 

kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia. 
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e. Izin tinggal tetap, dapat di berikan kepada orang asing pemegang izin 

tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut 

usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau 

anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; orang asing eks 

warga Negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda 

Republik Indonesia. 

f. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang 

asing di wilayah Indonesia.  Izin keimigrasian terdiri dari : 

1. Izin Tinggal Kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang 

berkunjung ke Wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat 

dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial 

budaya atauusaha.Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan 

dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut. 

2. Izin Tinggal Terbatas. Diberikan kepada orang asing yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan 

permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di Wilayah 

Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah 

tersebut. 

3. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah 

menetap di Wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka 

waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan 

keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut. 
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  Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan 

kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan 

hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di 

bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, budaya 

sekalipun manca negara. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan 

sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan 

pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil, sejahtera, 

dan bermakna.  

Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan 

harus di lihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat (public service) yang terpancar dari hak-hak mereka yang 

mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum 

yang di kembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara 

kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan adalah menempatkan 

peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata 

seperti halnya dalam konsep Nachtwakerstaat, tetapi negara juga 

dikemungkinkan  untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan 

tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. 

Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan juga untuk ikut serta 

dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide 
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dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam 

pembukaan UUD 1945.
22

 

2.  Syarat-Syarat Izin Tinggal 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

Pasal 3 menyebutkan : 

  “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi 

persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, 

kecuali yang di bebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki 

dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk 

dalam daftar penangkalan”. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan 

lebihlanjut: “ Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki 

Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih 

berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar 

penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke 

Negara lain”.
23

 

 

 

 

 

                                                           
22

Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,(Jakarta: Sinar Grafika 2010) 

Cetakan ke-1, hal. 2. 
23

 PP No. 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. 
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E.    Sanksi Pidana Administratif Keimigrasian 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana 

menyebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat 

pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
24

 

 Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana 

menyebutkan: “setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah)”. 

 Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana 

menyebutkan: (1). Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah 

Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan 

masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2). Setiap orang asing yang 

dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi di ketahui atau 

patut di duga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

                                                           
24

 UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 113 Tentang Keimigrasian, hal. 47. 
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Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana 

menyebutkan:       

 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 

a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya; 

b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang 

asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan 

kepadanya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar 

Administratif Keimigrasian di Kota Jambi 

Penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif 

keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Jambi dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Bapak Budi mengatakan penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian 

penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, saat di temukan 

pelanggaran administratif keimigrasian yang  baru di duga atau pun yang 

mencurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan kelengkapan 

administratif WNA dengan memberikan tindakan administratif keimigrasian 

berupa deportasi, penangkalan, pencegahan, dan biaya beban, yang dimaksud 

deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah 

Indonesia, sedangkan yang dimaksud denga penangkalan adalah larangan 

terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan 

keimigrasian, yang dimaksud dengann pencegahan adalah larangan sementara 

terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan 

keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
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Lanjut Bapak Ferry menjelaskan pengajuan paspor dengan dengan 

KTP aspal yaitu secara fisik asli namun secara identitasnya palsu,  otomatis 

dikenakanya pidana, yang di proses di kejaksaan dan projustia, penangkapan 

dan penahanan. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin 

tinggal  atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin 

tinggal, sebagai contoh orang Mnyamar sejak 2009 berada di Indonesia dia 

memiliki KTP bahkan KK warga negara Indonesia,  pada saat pembuatan 

paspor dia mau pulang ke negara asalnya di saat itu lah di curigai, dan apa 

bila pada saat di periksa atau di selidiki tebukti unsurnya kuat di pidanakan 

pelanggaran perundang-undangan keimigrasian berdasarkan KUHAP 

beracaranya, dalam hal penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan 

penahanan. Tapi kalau administratifnya saja baru di duga maka di kenakan 

tindakan administratif dan di deportasi, namun tidak langsung di deportasi 

harus melalui proses yang pertama tentunya diamankan terlebih dahulu,  di 

amankan paspor dan visanya selanjutnya pencegahan atau sering di sebut di 

cekal,  dan hal ini sudah di izinkan oleh Undang-Undang. 

   Bapak Ferry mengatakan ada sisi positif dan negatifnya dalam dua 

tindakan tersebut yaitu, untuk sisi positif dan negatinya tindakan administratif 

tersebut, sisi positif nya praktis tidak perlu banyak mengabiskan waktu,  tidak 

perlu banyak menghabiskan biaya yaitu seperti mengusir orang dan tidak 

boleh masuk lagi keindonesia tapi tetap melalui proses Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011, sisi negatinya yaitu menjadikan WNA tidak merasakan 

efek jeranya seolah olah dia dapat mengulangi kesalahan tersebut. Dan sisi 
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positif dan negatifnya yaitu dipidana melalui pengadilan,  sisi positif nya di 

persidangan , di pidanakan,  maka efek jeranya lebih kuat dan orang asing 

yang melanggar tidak mau mengulanginya, sedangkan sisi negatifnya sidang 

banyak menghabiskan waktu, lamanya proses persidangan yang berkali-kali, 

koordinasi dengan jaksa, dan pengadilan pun harus menanggung biaya yang 

bersangkutan selama di Indonesia  tentunya hal itu menjadi beban negara kita 

apa lagi bukan hanya satu yang melanggar tiap tahunnya.
25

 

Maka dari itu wajib mentaati serta mengikuti segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan juga memberikan segala keterangan yang 

diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan 

setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin,  atau 

perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat atau memperlihatkan 

dan menyerahkan dokumen perjalan atau izin tinggal yang dimilikinya 

apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka 

pengawasan keimigrasian. 

Bapak Ferry juga menjelaskan penegakan hukum didalam keimigrasian 

yaitu didalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruan aturan hukum 

keimigrasian itu ditegakkan kepada  setiap orang yang berada diwilayah 

Indonesia baik itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap 

warga negara Indonesia, ditujukan terhadap permasalahan pemalsuan 

identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, 

keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan 

                                                           
25

 Wawancara dengan Bapak Ferry  Limanto  dan Bapak Budi Mangantjo, ( Seksi Pengawasan dan 

Penindakan Keimigrasian Kota Jambi)  9 April 2018. 
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hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas 

WNA, pendaftaran WNA dan pemberian buku pengawasan orang asing, 

penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, 

pemantauan atau razia, kerawanan keimigrasian secara geografis dalam 

pelintasan. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 

keimigrasian Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin 

bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian.Semua itu merupakan 

bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam 

hal penegakan hukum yang bersifat projustia, yaiitu kewenangan penyidikan, 

tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan perkara, serta 

pengajuan perkara kepenuntut umum.
26

 

Guna memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis 

deskripsikan rekapitulasi penegakan hukum keimigrasian dari tahun 2014 

sampai dengan 2018. 

1. Tahun 2014 

Pada tahun 2014 tercatat ada 1 (satu) WNA yang melanggar 

keimigrasian berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Malaysia yang 

melanggar ketentuan Pasal 75 ayat 1 UUNo. 6 Tahun 2011 yang 

berbunyi :  Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif 

keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 

yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan 

                                                           
26

 Wawancara dengan Bapak Ferry, Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tanggal 9 April 
2018. 
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keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak 

menaati peraturan perundang-undangan. Dan jenis tindakan administratif 

keimigrasian yang dilakukan kantor imigrasi kelas I Jambi yaitu 

deportasi, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari 

wilayah Indonesia. Tabel terlampir. 

2. Tahun 2015 

Penegakan hukum keimigrasian kantor imigrasi kelas I Jambi tahun 

anggaran 2015 cederung meningkat dari tahun 2014. Tercatat dari bulan 

januari – maret  yang disebabkan oleh melakukan kegiatan berbahaya 

dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau 

tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, 

tercatat dari jumlah WNA yang melanggar TAK sebanyak 68 WNA 

dengan jenis kelamin 67 laki-laki dan 1 perempuan, dengan kebangsaan 

yang berbeda yaitu China, Pakistan, dan Bangldesh, namun ditabel 

tersebut terlihat yang banyak melakukan pelanggaran yaitu berasal dari 

kebangsaan China, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

melakukukan wawancara langsung kepada bapak Ferry, mengapa yang 

banyak melakukan pelanggaran yaitu berasal dari kebangsaan China 

jawab bapak ferry yaitu yang pertama orang asing tersebut terancam di 

negaranya sendiri, dan dapat dilihat negara China yang penduduknya 

sudah mencapai kapasitas sehingga kurangnya lowongan kerja di negara 

asalnya sehingga orang asing tersebut masuklah ke wilayah negara 

Indonesia khususnya ke provinsi jambi dan juga bentuk pelanggaran 
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yang dilakukan warga China yaitu persoalan bekerja tanpa izin di 

Indonesia misalnya dalam hal bekerja tanpa izin atau dia juaalan dia 

datang dengan bebas visa tapi jualan emas hal itu lah yang merugikan 

negara kita. Ketentuan yang dilanggar oleh WNA yaitu Pasal 75 ayat 1 

berbunyi: Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif 

keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 

yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan 

keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak 

menaati peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 75 ayat 3 berbunyi : 

tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga 

dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena 

berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di 

negara asalnya, dan TAK yang diambil yaitu deportasi.
27

 Tabel terlampir. 

3. Tahun 2016 

Penegakan hukum keimigrasian kantor imigrasi kelas I Jambi tahun 

anggaran 2016, mengalami penurunan dapat dibandingkan dari tahun 

2014-2015, pada tahun 2016 terdapat 12 WNA yang melanggar 

keimigrasian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: jenis kelamin 

10 laki-laki dan 2 perempuan, kebangsaan Thailand, Malaysia, 

Bangladesh, China. Ketentuan yang dilanggar pasal 75 ayat 1 berbunyi : 

Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif 

keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 
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 Wawancara dengan Bapak Ferry, Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tanggal 9 April 
2018. 
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yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan 

keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak 

menaati peraturan perundang-undangan. Pasal 78 ayat 3 berbunyi : orang 

asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan 

masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari 

dari batas waktu izin tinggal dgikenai TAK berupa Deportasi dan 

penangkalan, penangkalan yaitu larangan terhadap orang asing untuk 

masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Pasal 126 

huruf c berbunyi: memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang 

tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia 

bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 122 huruf a berbunyi: 

setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. jenis TAK yang 

diberikan oleh kantor imigrasi kwlas I Jambi yaitu deportasi. Tabel 

terlampir. 

4. Tahun 2017 

Penegakan hukum keimigrasian kantor imigrasi kelas I Jambi tahun 

2017 kembali meningkat dilihat dari jumlah pelanggarnya, berjumlah 22 

WNA dengan jenis kelamin 19 laki-laki dan 6 perempuan, kebangsaan 

Malaysia, India, China, Thailand, Yaman, Myanmar. Jenis TAK yang di 
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berikan yaitu deportasi, imigratoir projustia sangkaan pasal 120 huruf a, 

deportasi ex napi, dan proses projustia sangkaan pasal 126 huruf c. Tabel 

terlampir. 

5. Tahun 2018 

Penegakan hukum keimigrasian kantor imigrasi kelas I Jambi 

tahun 2018, yang tercatat bulan Januari dengan jumlah 8 WNA jenis 

kelamin 7 laki-laki dan 1 perempuan, kebangsaan China, Malaysia, 

Korea Selatan, ketentuan yang dilanggar pasal 122 huruf a berbunyi: 

setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. jenis TAK yang 

diberikan oleh kantor imigrasi kwlas I Jambi yaitu deportasi. pasal 75 

ayat 1 berbunyi : Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan 

administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati 

atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Pasal 75 ayat 1 dan 2 

berbunyi: ayat (1) Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan 

administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati 

atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dan ayat (2) tindakan 

administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
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a. Percantuman  dalam daftar pencegahan atau penangkalan, 

b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, 

c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di 

wilayah Indonesia, 

d. Pengenaan biaya beban: dan/atau 

e. Deportasi dari wilayah Indonesia.  

 

B. Kendala yang Menghambat Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam 

Menanggulangi Pelanggaran Administratif Keimigrasian di Kota Jambi 

Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, tidak selamanya bisa 

berjalan dengan baik dan maksimal, seringkali terdapat kendala yang 

dihadapi dalam  mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

ditentukan. Dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar 

administratif keimigrasian di kota Jambi juga mengalami beberapa kendala, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ferry mengatakan kendala yang  di 

hadapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam  penegakan hukum 

terhadap WNA yang melanggar administratif keimigrasian di kota Jambi 

adalah masalah koordinasi dengan kedutaan karna secara umum tidak semua 

kedutaan itu kurangnya responsif,  kadang tidak mau bersurat,  urusan dengan 

surat-surat membenarkan apa benar WNA itu benar warga negara mereka.  

Maka hal ini lah yang menghambat jalannya proses, apa lagi makin 

banyaknya WNA yang masuk ke wilayah Indonesia terutama kota Jambi.  

Dan untuk WNA yang ilegalpun berarti harus ditampung di ruang detensi 
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imigrasi tentunya pihak imigrasi menanggung hidupnya dalam hal memberi 

makan  sampai ada penjamin yang menjaminnya. 

Lebih lanjut Bapak Ferry menambahkan kendala yang berikutnya 

adalah permasalahan akses perjalanan atau jarak tempuh seperti kasus WNA 

atas nama Rozak asal Thailand, jarak tempuh yang lumayan jauh masuk 

kehutan, dan pada saat penangkapan pun tidak ada perlawanan dari yang 

bersangkutan, dan dalam hal ini bekerjasama dengan satreskrim intel polsek 

rantau pandan serta kebangpol Bungo. 

Lanjut Bapak Ferry mengatakan mendapatkan kendala pada bagian 

pariwisata, dikarenakan WNA yang datang bisa 2 pesawat atau lebih, 

sedangkan 1 pesawat dapat berisi 200 orangan, kendalanya pada saat 

pemeriksaan visa yang menghabisi 20-30 menit perorangnya, sehingga 

menjadikan antrian yang panjang.
28

 

 

C. Upaya Menanggulangi Pelanggaran Administratif Keimigrasian di Kota 

Jambi 

Dalam upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian 

di kota Jambi. Dalam wawancara bersama Bapak Ferry  mengatakan dalam 

upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian di kota Jambi, 

dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat angkut seperti 

pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat 

pemeriksaan di visa WNA, dan juga peran dari penegakan hukum dan peran 

                                                           
28

 Wawancara dengan Bapak Ferry, Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tanggal 9 April 
2018. 
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masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk menjaga 

ketertiban di Indonesia khususnya wilayah kota Jambi. 

 

D.  Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian  Terhadap Warga 

Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal 

Kantor imigrasi kelas I Jambi telah memberikan tindakan 

administratif berupa pengenaan biaya beban, deportasi, penangkalan dan 

pencegahan, seperti yang di katakan Bapak Ferry jumlah warga negara asing 

yang melanggar administratif keimigrasian sebanyak 12 orang yang 

didepotasi pada tahun 2017. 

Lanjut Bapak Ferry mengatakan tentang biaya beban yaitu biaya 

beban yang di keluarkan sebagai yang bersangkutan, dan apabila orang asing 

tersebut tidak memiliki uang maka akan dihubungkan ke keluarga, 

penjamin/sponsor, kedutaannya. Yang dimaksud dengan keluarga yaitu dia 

memiliki ayah ibu saudara dan lain-lainnya, maka akan dihungi keluarganya 

tersebut untuk membayar biaya beban sesuai dengan pasal pelanggarannya, 

sedangkan penjamin, penjamin dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penjamin orang-

perorangan seperti keluarganya dan lain-lain, penjamin perusahaan yaitu 

apabila dia seorang pekerja contohnya diperusahaan Toyota dan sebagainya, 

sedangkan kedutaan yaitu tempat yang mengurus visa.
29

 

 

 

                                                           
29

 Wawancara dengan Bapak Ferry, Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tanggal 9 

April 2018.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif 

keimigrasian di kantor imigrasi kelas I jambi telah sesuai dengan udang-

undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan 

pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-

undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. penegakan hukum 

dilaksankan oleh bagian penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I 

Jambi, saat di temukan pelanggaran administratif keimigrasian yang  baru 

di duga atau pun yang mencurigakan dan mengancam, dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan administratif WNA dengan memberikan 

tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, 

pencegahan, dan biaya beban, yang dimaksud deportasi adalah tindakan 

paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, sedangkan yang 

di maksud denga penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk 

masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, yang di 

maksud dengan pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang 

untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau 

alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kantor imigrasi kelas I 
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Jambi telah memberikan tindakan administratif berupa pengenaan biaya 

beban, deportasi, penangkalan dan pencegahan. 

2. kendala yang di hadapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam  

penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif 

keimigrasian di kota Jambi adalah: 

a. Koordinasi dengan kedutaan karna secara umum tidak semua kedutaan 

itu responsif. 

b. Akses perjalanan atau jarak tempuh.  

c. Pariwisata WNA yang berwisata.  

3. upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian di kota 

Jambi, dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat 

angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan 

pada saat pemeriksaan di visa WNA, dan juga peran dari penegakan 

hukum dan peran masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I 

Jambi untuk menjaga ketertiban di Indonesia khususnya wilayah kota 

Jambi. 

B. Saran  

1. dalam hubungan kenegaraan adanya faktor kedekatan antar negara, maka 

dari itu adanya faktor hubungan yang erat adanya perjanjian antara negara 

hal tersebut bisa dapat di bicarakan sesama kedutaan saling dapat 

melayani maka terjalinlah koordinasi yang responsif.  

2. Kantor Imigrasi Kelas I Jambi perlu memperketat pengawasan terhadap 

orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dan lebih cepat dalam 
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penindakan administratif bagi pelanggaran. Perketatan di bandara alat 

angkut pesawat, kapal, dan lain sebagainya yang dapat menjadi kendara 

penyelundup, dan menambah Sumber Daya Manusia SDM dalam 

bertugas. 

3. Kata Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT 

yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini walau dalam bentuk 

yang sederhana. Peneliti menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik 

Allah SWT. Begitu pula skripsi ini apabila ada salah dalam pengetikan 

ataupun dalam segi bahasa peneliti siap menerima kritikan dan saran yang 

membangun agar skripsi ini bisa diterima dan lebih baik lagi. Diharapkan 

kedepannya skripsi ini bisa digunakan untuk adik-adik tingkat hukum 

pidana islam atau pihak lainnya sebagai tambahan ilmu atau sebagai 

rujukan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. 

Akhir kata, jika terdapat kesalahan dan kejanggalan peneliti 

memohon maaf sedalam-dalamnya. Peneliti mendoakan semoga kita 

selalu dalam lindungan-Nya dan selalu berada di dalam bimbingan-Nya 

dengan limpahan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT.  

Amiin ya Robbal’alamiin. 
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JUMLAH ORANG ASING DI SELURUH WILAYAH PROVINSI JAMBI 

(PERIODE JANUARI S/D JUNI 2017) 

 

NO UPT KOTA/ 

KABUPATEN 

IZIN TINGGAL JUMLAH 

ITK ITAP ITAS 

1  

 

 

 

KANTOR IMIGRASI 

KELAS I 

JAMBI 

     -Kota Jambi 

-Kab. Muaro 

Jambi 

-Kab. 

Batanghari 

-Kab. 

Sarolangun 

-Kab. Tebo 

-Kab. Bungo 

  26 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

   26 

 

3 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

 136 

 

35 

 

1 

 

2 

- 

2 

             188 

 

38 

 

1 

 

2 

- 

3 

2  

KANTOR IMIGRASI 

KELAS II KUALA 

TUNGKAL 

 

-Kab. Tanjung 

Jabung Barat 

-Kab. Tanjung 

Jabung Timur 

 

3 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

74 

 

 

14 

 

81 

 

 

14 

3  

KANTOR IMIGRASI 

KELAS III 

KERINCI 

 

-Kab. Kerinci 

-Kab. Merangin 

-Kota Sungai 

Penuh 

 

- 

- 

 

- 

 

2 

1 

 

- 

 

1 

1 

 

1 

 

3 

2 

 

1 

 

Sumber : Arsip Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 2017 
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REKAPITULASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN  

KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN  

KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2015 

NO BLN JLH (ORG) JNS K KEBANGSAAN NAMA WNA KETENTUAN YG DILANGGAR JENIS TAK TPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janua

ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Laki-Laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

China 

Wan Bin  

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 75 ayat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportasi  

 

Tang Zhongyi  

Tang Shihua  

Chen Muzhong  

Li Dongdong  

Wu Chunhu  

Zhong Chundan  

Tang Linfang   

Tan Hua  

Wan Chaowen  

Zhang Jiaying  

Zhou Xinming  

Wang Kaiwen  

Xiong Xiaorui  

NO BLN JLH ORG JNS K KEBANGSAAN NM WNA KETENTUAN YG DILANGGAR JNS TAK TPI 

1 Januari - - - - - - - 

2 Februari - - - - - - - 

3 Maret - - - - - - - 

4 April - - - - - - - 

5 Mei - - - - - - - 

6 Juni - - - - - - - 

7 Juli - - - - - - - 

8 Agustus - - - - - - - 

9 September - - - - - - - 

10 Oktober - - - - - - - 

11 November - - - - - - - 

12 Desember 1 1 LK Malaysia Chan Chee Wei Pasal  75 ayat 1 Deportasi - 

TOTAL 1 
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Xu Yong  

Liang Shuhong  

Liang Qian  

Lin Rulian  

2 Febru

ari  

- - - - - - - 

 

 

3 

 

 

Maret  

   Li Ming    

Yang Guangxin   

Wang Hanchao  

Wang Bashen  

               Wu qing ci  

Sang panzhong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Laki-Laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China  

Gao zhigang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 75 ayat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportas  

 

Cu bingjun  

Zhou hongyuan  

Chang dekai  

Wang shangen  

Zheng mingli  

Song chuangye  

Song junsheng  

Liang jigong  

Zhang zhiyong  

Xu huaigeng  

Yang hongchong  

Hu haibin  

Zhang thongchui  

Yang yongmin  

Du changli  

Wu anlin  

Zhao zhenbiao  

Niu wenjin  

Liu chaoyan  

Gan chenhui  

Zheng honghai  

Niu hongguo  

Gan yajun  

Shang jianfeng  

Liu jiahang  

Liu youxin  

Liang shousheng  

Liang yingjian  

Zheng zhiqiang  

Zhang yankui  

Gan lianjun  

Gan hsaoua  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Maret  

   Li benxing    

Zheng yongchang  

Ma zhenfeng  

Cao wenfeng  

Zheng liei  

Li pingyuan  

Zhang dongbiao  

Liang yonggen  
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4 April  1 1 Laki-Laki Pakistan Muhammad Zubair Pasal 75ayat 1 Deportasi - 

5 Mei - - - - - - - 

6 Juni - - - - - - - 

7 Juli - - - - - - - 

8 Agust

us 

- - - - - - - 

9 Septe

mber 

- - - - - - - 

10 Oktob

er 

- - - - - - - 

11 Nove

mber 

1 1 Perempuan Bangladesh Miss Rimi Aktar Pasal 78 ayat 3 Deportasi - 

12 Dese

mber 

- - - - - - - 

TOTAL 68 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN  

 KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI  

TAHUN ANGGARAN 2016 

NO BULAN JUMLAH 

(ORANG) 

JENIS 

KELAMIN 

KEBANGSAAN NAMA WNA KETENTUAN YG DILANGGAR JENIS TAK TPI 

 

 

 

1 

 

 

 

Januari  

 

 

 

7 

 

 

 

7 Laki-Laki 

 

 

 

Thailand  

Tuanadinang Lochi  

 

 

Pasal 75 ayat 1 

 

 

 

Deportasi  

 

 

 

Soekarno Hatta 

Almaturidin Aleemama 

Nasree kadamung 

Subree kahong 

Fursan jehdeng 

Rustam haneecheloh 

Sukifli waesoh 

2 Februari - - - - - - - 

3 Maret - - - - - - - 

4 April - - - - - - - 

5 Mei - - - - - - - 

6 Juni - - - - - - - 

7 Juli 1 1 laki-laki Malaysia Amir Haziq Bin Suwardi Pasal 78 ayat 3 Deportasi Soekarno Hatta 

8 Agustus - - - - - - - 
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9 September - - - - - - - 

10 Oktober 2 1 laki-laki Banglades M. basar alias M. Bashar Pasal 126 huruf c Deportasi Soekarno Hatta 

 1 perempuan China Liu Yan Fang  Pasal 122huruf a 

11 November 2 1 laki-laki Malaysia Nur Fadilah Binti Azle Pasal 78 ayat 3 Deportasi Batam Centre 

 1 perempuan Muhammad Ilham Bin Azle 

12 Desember - - - - - - - 

TOTAL 12 

 

 

REKAPITULASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN  

KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2018 

NO BULAN JUMLAH (ORANG) JENIS KELAMIN KEBANGSAAN NAMA WNA KETENTUAN YG DILANGGAR JENIS TAK TPI 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Januari  

 

 

 

8 

1 perempuan China Guo xiu yin Pasal 122 huruf a  

 

 

 

Deportasi  

 

 

 

 

Soekarno Hatta 

 

 

7 laki-laki 

Malaysia Er chin huat Pasal 75 ayat 1 

 

 

Korea selatan 

Jung gyung ho  

 

 

Pasal 75 ayat 1 dan 2 

Choi sun 

Lee jeong seong 

Lee moon kyu 

Lee sangip 

Myung jaejung 

2 - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - 

TOTAL 8 
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Lampiran 1 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
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Contoh Paspor Indonesia 

Sumber : Kompas, 2018 

 

Gambar 2 

Contoh Passpor WNA 

Sumber : Kompas 2018 

 

Gambar 3 

Contoh Visa 

Sumber :Kompas 2018 
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Gambar 4 

Contoh Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 

Sumber :Kompas 2018 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 
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Contoh Izin Tinggal Sementara 

Sumber :Arsip Kantor Imigrasi Kelas I Jambi 2018 

 

 

Gambar 6 

Contoh Izin Tinggal Tetap (ITAP) 

Sumber : Kompas 2018 
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Gambar 7 

Contoh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 

Sumber : Kompas 2018 
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